


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6477); 

 

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 
 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 
 

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8); 
 

9. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, 
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang 

Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 
28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita 

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7); 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan  :   
 
KESATU :  Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2025-2029.  
 
KEDUA :  Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera 
Utara ini. 

 

KETIGA :  Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Provinsi 
Sumatera Utara merupakan ukuran keberhasilan dari 

pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Badan 
Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara yang digunakan 
sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, 

rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, 
Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, serta melakukan 
evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen 

Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Provinsi 
Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dan disampaikan kepada 

Gubernur Sumatera Utara. 
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